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ABSTRACT

The thesis written by the author entitled "Reconsiruction of Article 30
Paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 Concerning Prosecutors as Special
Attorneys of the State or Government in Civil Matters” aims to examine the scope
and authority of the Attorney General's Office as a special atlorney in civil cases
based on Article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 along with the
relevant implementing regulations, focusing on the position of the State Attorney
(JPN), the interpreiation of the state or government, as well as civil objects that fall
under the authority of the State Atforney in both litigation and non-litigation areas.
There are two issues discussed in this thesis: how the stale or governmenl engages
in civil acts that can later be delegated to the Attorney General's Office when civil
disputes arise, and how to reconstruct the formulation of the meaning of "slate or
government" in Article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the
Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in a case.

In this thesis, the method used by the author is the normative Juridical
research method, which is library law research or doctrinal legal research, which
can be interpreted as legal research by examining primary legal materials and
secondary legal materials. As for the approach method used by the author, it is the
statutory approach, utilizing Law Number 16 of 2004 concerning the Atlorney
General of the Republic of Indonesia, Law Number 11 of 2021 concerning the
Amendment to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the
Republic of Indonesia, as well as the conceptual approach method, which follows
the concepts of several experts, one of which is the constitutional concept that the
author uses as a reference to clarify the meaning of the term “state or government”
in Article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney
General of the Republic of Indonesia.

Based on a normative review and analysis of legal documents (laws and
regulations and appendices to the Prosecutor’s Regulation), it was found that the
authority of the State Attorney is broad and strategic—covering law enforcement
functions, legal assistance, legal considerations, other legal actions, and legal
services—but in practice, it faces obstacles in the form of ambiguity in the definition
of 'the state or government,' inconsistencies belween main provisions and
implementing regulations, as well as technical challenges in inter-agency

coordination and asset tracking.

Keywords: Proseculor's Qffice, Special Power, Civil Law, State or Government
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ABSTRAK

Skripsi yang penulis tulis dengan judul “Rekonstruksi Pasal 30 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Jaksa Sebagai Kuasa Khusus
Ncgara Atau Pemerintah Di Bidang Perdata” bertujuan untuk mengkaji ruang
lingkup dan kewenangan Kejaksaan sebagai kuasa khusus dalam perkara perdata
berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 beserta
peraturan pelaksana terkait, dengan fokus pada kedudukan Jaksa Pengacara Negara
(JPN), penafsiran negara atau pemerintah, serta objek-objek keperdataan yang
menjadi wewenang Jaksa Pengacara Negara baik dalam ranah litigasi maupun
non-litigasi. Ada dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana
negara atau pemerintah dalam melakukan perbuatan perdata yang nantinya dapat
dikuasakan kepada Kejaksaan ketika tetjadi sengketa perdata dan bagaimana
rekonstruksi rumusan makna dari “negara atau pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
dalam suatu perkara perdata.

Pada penulisan skripsi ini, metode yang digunakan penulis adalah metode
penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan atau
penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan
cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun, metode
pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan yang
menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta metode
pendekatan konseptual yang mengikuti konsep beberapa ahli salah satunya konsep
konstitusional yang penulis gunakan sebagai referensi demi memperjelas makna
dari istilah “negara atau pemerintah” di dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan telaah normatif dan analisis dokumen hukum (peraturan
perundang-undangan dan lampiran Peraturan Kejaksaan), ditemukan bahwa
kewenangan Jaksa Pengacara Negara bersifat luas dan strategis—meliputi fungsi
penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain,
dan pelayanan hukum—namun praktiknya menghadapi hambatan berupa
ambiguitas definisi “negara atau pemerintah”, ketidakharmonisan antara ketentuan
pokok dan peraturan pelaksana, serta tantangan teknis dalam koordinasi lintas

instansi dan pelacakan aset.

Kata Kunci : Kejaksaan, Kuasa Khusus, Perdata, Negara, Pemerintah
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